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untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1.
Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Provinsi Jawa Tengah TA. 2016 sejumlah Rp20.988.378.928.000,00 terealisasi sejumlah Rp19.632.577.136.889,70 atau 93,54% dari target, mengalami peningkatan sejumlah Rp2.804.423.140.733,00 atau 16,67% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp16.828.153.996.157,00.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi PAD sebesar Rp11.541.029.720.309,70 (58,79% dari total pendapatan); Pendapatan transfer sebesar Rp8.056.244.781.983,00 (41,04% dari total pendapatan) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar  Rp35.302.634.597,00 (0,18% dari total pendapatan), sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1 

GAMBAR 3.1

PROPORSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM %)
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016
Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2016 sejumlah Rp12.767.548.923.000,00 terealisasi sejumlah Rp11.541.029.720.309,70 (90,39%). Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp10.904.825.812.504,00, maka realisasi PAD mengalami kenaikan sejumlah Rp632.203.907.806,00 atau 5,83%. 
Rincian penyumbang PAD terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp9.672.518.189.424,00 (83,81%); Pendapatan Retribusi Daerah Rp.106.225.058.566,00 (0,92%); Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.340.397.111.367,00 (2,95%) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp.1.421.889.360.952,68 (12,32%) sebagaimana Gambar 3.2 berikut :
	
	


GAMBAR 3.2

PROPORSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM %)
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            Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2016 dan perbandingannya dengan tahun anggaran 2015 ditunjukkan dalam Gambar 3.3 berikut :

GAMBAR 3.3

PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH
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TAHUN ANGGARAN 2016 (MILYAR RUPIAH) 
  Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016
Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2016 maupun 2015 sumber utama PAD adalah dari Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp581.840.792.413 atau (6,40%) dibandingkan pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp9.090.677.397.011,00. Target Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp10.922.525.225.000,00, terealisasi sebesar Rp9.672.518.189.424,00 (88,56%). 

Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp106.225.058.566,00 (112,61%) dari Target sebesar Rp.94.332.477.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp10.353.699.017,00 (10,80%) dibandingkan tahun anggaran 2015.
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2016 sebesar Rp340.397.111.367,00 (98,95%) dari target sebesar Rp.344.015.192.000,00, atau bila dibandingkan tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp19.792.701.439,00  (6,17%).  
Sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2016 dibandingkan tahun anggaran 2015 juga mengalami peningkatan sebesar Rp24.216.714.937,00 (1,73%), dengan realisasi sebesar Rp1.421.889.360.952,68 (101,08.%) dari target sebesar Rp1.406.676.029.000,00. 

GAMBAR 3.4

PROPORSI PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM %)
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      Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016
Tahun anggaran 2016, target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp8.151.334.019.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.017.297.595.983,00 (98,36%), target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp38.947.186.000,00 realisasinya sebesar Rp38.947.186.000,00 (100%).

Kenaikan siginifikan pada target dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan pada Tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2015 dikarenakan adanya alokasi dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya berada di dalam komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, mendasarkan kebijakan pemerintah pusat dimasukkan ke dalam komponen Dana Alokasi Khusus.

Sebagaimana ditunjukkan gambar 3.4., proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2016, yakni sebagai berikut:  Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp893.673.221.918,00 (11,09%); Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.859.907.223.000,00 (23,09%); Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5.263.717.151.065,00 (65,34%);  dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp38.947.186.000,00 (0,48%). 

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Transfer dari Pemerintah Pusat selama tahun anggaran 2016 dan perbandingannya dengan tahun anggaran 2015 ditunjukkan dalam Gambar 3.5 berikut :

GAMBAR 3.5

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2016 (MILYAR RUPIAH)
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TAHUN ANGGARAN 2016 (MILYAR RUPIAH)

          Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016
Grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak bersumber dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2016 sebesar Rp893.673.221.918,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp569.741.071.740,00, mengalami peningkatan sebesar Rp323.932.150.178,00 (56,86%);

Realisasi Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2016 sebesar             Rp1.859.907.223.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.629.429.283.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp230.477.940.000,00 (14,14%);
Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2016 sebesar Rp5.263.717.151.065,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp57.972.640.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.205.744.511.065,00 (8,97%);

Realisasi Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp38.947.186.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp24.327.536.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.619.650.000,00 (60,10%);

Tahun anggaran 2016, target komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp30.548.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp35.302.634.597,00 (115,56%) lebih rendah dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp.35.659.655.566,00. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah bersumber dari:  Pendapatan Hibah sebesar Rp34.228.172.341,00 (96,95%) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Pemda Lainnya sebesar Rp.1.074.462.256,00 (3,04%) 

Permasalahan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain : 
1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pendapatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. 
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta titik-titik layanan pembayaran pajak daerah. 
3. Kesadaran wajib pajak untuk mentaati kewajiban pembayaran sebelum jatuh tempo masih tinggi. 

4. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset daerah. 

5. Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam mengimplementasikan prinsip good corporate governence. 

6. Berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang dikarenakan :

a. Tidak tercapainya dana Penerimaan negara berdampak pada pengurangan anggaran dana alokasi khusus sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-10/MK/07/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016. 
b. Penundaan penyaluran dana alokasi umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. 
Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain :

1. Melakukan proses refreshment bagi pegawai di lingkungan pada Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah melalui rotasi, penambahan serta penerimaan mutasi pegawai yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota secara selektif.
2. Menambah titik-titik layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor diluar SAMSAT induk yang antara lain berupa : pembukaan SAMSAT Kecamatan, SAMSAT gerai / mall, SAMSAT keliling, SAMSAT cepat / drive thru serta membuka layanan pajak melaui ATM Bank Jateng dan BRI.

3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mendorong wajib pajak dalam pembayaran pajak/tunggakan pajak antara lain melalui : 

a. Razia bersama dengan melibatkan unsur kepolisian secara rutin berkala; 

b. Melakukan sosialisasi/talkshow kesadaran dalam membaya pajak melalui media televisi dan radio serta penagihan piutang pajak kendaran bermotor dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Tim Penggerak PKK, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta organisasi kemasyarakatan (NU, Muhammadiyah dan IMI) di Jawa Tengah; 

c. Menyelenggarakan program gebyar undian SAMSAT; 

d. Melakukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II terhadap kendaraan dari luar Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 7 Tahun 2016; serta 

e. Melakukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II bagi kendaraan bermotor dalam Provinsi Jawa Tengah dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 46 tahun 2016. 

4. Melaksanakan rehabilitasi, pengamanan fisik dan administrasi, promosi serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan aset daerah. 
5. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mengusulkan kenaikan tarif penginapan bagi jemaah calon haji di Asrama Haji Donohudan. 
6. Meningkatkan koordinasi dengan BUMD dan BUMN dalam pelaksanaan good corporate governence, guna memperkuat daya saing dan kontribusi dalam penguatan perekonomian masyarakat. 
7. Melaksanakan upaya penghematan atau efisiensi belanja dengan tetap mempertahankan capaian kinerja program/kegiatan serta memohonkan klarifikasi kepada Pemerintah Pusat terkait dana perimbangan melalui koordinasi surat kepada Menteri Keuangan nomor 900/0015258 tanggal 5 September 2016 perihal Klarifikasi Penundaan DAU Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

 3.1.2.
Belanja Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.6 di bawah ini, target anggaran belanja dan transfer tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp21.155.209.221.000,00 realisasinya mencapai 91,49% atau sebesar Rp19.354.374.825.983,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp10.344.688.141.303,00 atau 53,45%, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp2.815.678.180.450,00 atau 14,55%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.867.408.385,00 atau 0,03% dan Belanja Transfer sebesar Rp6.189.141.095.845,00 atau 31,98%.
GAMBAR 3.6

PROPORSI BELANJA DAN TRANSFER

TAHUN ANGGARAN 2016




  Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
Proporsi belanja operasi tahun anggaran 2016 terdiri dari belanja pegawai Rp2.567.876.390.675,00 atau 24,82%, belanja barang sebesar Rp2.493.431.626.164,00  atau 24,1%, belanja hibah Rp5.246.848.624.464,00  atau 50,72%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp36.531.500.000,00 atau 0,35% seperti ditunjukkan dalam gambar 3.7.berikut :

GAMBAR 3.7

PROPORSI BELANJA OPERASI

TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM %)
                       Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016
Perbandingan kinerja belanja operasi tahun anggaran 2016 dan 2015 ditunjukkan dalam grafik 3.8 di bawah. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.567.876.390.675,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp2.480.896.195.020,00 mengalami kenaikan sebesar Rp86.980.195.655,00 (3,51%);

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.493.431.626.164,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp2.615.822.791.305,00 mengalami penurunan  sebesar Rp122.391.165.141,00 (4,68%);

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2016 sebesar Rp5.246.848.624.464,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp3.745.182.609.434,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.501.666.015.030,00 (40,10%);
Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2016 sebesar Rp36.531.500.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp18.715.300.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.816.200.000,00 (95,20%);

GAMBAR 3.8

PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASI

TAHUN ANGGARAN 2016 (MILYAR RUPIAH) 

              Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016
Pada komponen belanja modal tahun anggaran 2016, proporsi belanja modal tanah sebesar 0,32%, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 11,41%, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 8,74%, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 79,38%, dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 0,14%  dan belanja modal aset tak berwujud 0,02%, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 3.9.
GAMBAR 3.9

PROPORSI BELANJA MODAL

TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM %)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016
Perkembangan realisasi belanja modal tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2015 ditunjukkan dalam grafik 3.10. Secara keseluruhan, belanja modal tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp300.996.625.442,00 atau 11,97% dari sebesar Rp.2.514.681.555.008,00 tahun 2015 menjadi Rp.2.815.678.180.450,00 pada tahun 2016.
GAMBAR 3.10

PENCAPAIAN KINERJA BELANJA MODAL

TAHUN ANGGARAN 2016 (MILYAR RUPIAH) 

                 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016
Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2016 sebesar Rp9.126.628.025,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp5.448.606.810,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.678.021.215,00 (67,50%);

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2016 sebesar  Rp321.146.639.091,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp477.953.831.188,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.807.192.097,00 (-32,81%);

Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2016 sebesar Rp245.973.084.291,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp230.225.022.675,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.748.061.616,00 (6,84%);

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.235.056.391.658,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.795.614.372.046,00 mengalami kenaikan sebesar Rp439.442.019.612,00 (24,47%);

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2016 sebesar Rp3.821.647.385,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp5.439.722.289,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.618.074.904,00 (-29,75%);

Realisasi belanja modal aset tak berwujud  tahun anggaran 2016 sebesar Rp553.790.000,00 dari target sebesar Rp601.700.000,00.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah, yakni sebagai berikut :

1. Pembayaran kontraktual kegiatan fisik yang menumpuk pada akhir tahun anggaran. 

2. Keterlambatan/penundaan kegiatan sebagian kegiatan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.
3. Gagal lelang sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi/tidak bisa dilaksanakan. 

4. Belum optimalnya pemahaman para pengelola keuangan SKPD khususnya UPT/Balai terhadap Sistem Informasi Keuangan Daerah. 

 Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

1. Meningkatkan disiplin anggaran dan melakukan lelang lebih awal. 
2. Melakukan pemberitahuan dan fasilitasi kepada penerima hibah yang belum berbadan hukum. 
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota.
4. Melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa lebih awal.
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan sampai pada UPT/Balai. 

3.1.3.
Pembiayaan Daerah


Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp416.830.293.000,00 terealisasi sejumlah Rp417.920.564.252,00 atau 100,26%. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan sejumlah Rp1.271.516.227.495,00 atau 75,26% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA. 2015 sejumlah Rp1.689.436.791.747,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp250.000.000.000,00 terealisasi Rp50.000.000.000,00 atau 20,00%. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah mengalami Penurunan Rp230.000.000.000,00 atau 82,14% apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp280.000.000.000,00. 




